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ABSTRAK

~onsumen adaleh setiap orang pemakai barang dan‘stan Jasa yang tersedio dalam
masvarakan, baik bagt kepentingan sendiri, keluaroa, arang lnin mapir makhluk
dup Jain dan tdak untoek diperdogangkan, Konsumen menslki bake sk yanu hams
senul oleh pelaku wsahe, pkan tetapi hak-hak terschyt serng tersbaikan. Oleh
=il Pemerintah meegeluarkan Undang-undeng Nomar & ahen 994 rentang
Yerlindungan Konsemen vang berfujuan untuk memberikarn pericdengan kepada
wonsumen. Salak smtu bentuk perlindungan konsumen aditah mewaiibkan pelaka
siha untuk memberikan informesi kepada komsomen secom iengkep. Antara laie
ehzon mencaniukan label pada produk pangan, vang diater dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 64 tabwoe 1999 tentang Lebel dan Iklan Pangan. Untuk melakokan
pengawasan terhadap label produk pengan terschut Pemerintah membentok Szdan
Vengawss Obat den Makanan den Balai Besar Pengawas Ohat don Makanan sehane;
it Pelaksang Teknis.  Tujuan dari penelitian in adalah untuk mengetahul bentuk
anguung jawab Balai  Besar  Pengawss Obal dan Mahanan rerbiadap
Cenzawasanannya techadap penggunaan label produk pangan, todakan Bais Reesp
cngawas Obat dan Makanan rerhadop pesku csaha vang melanopar dun kendala.
<=ndale dalam melakukan penpawasan, Adapun metode penslitan vang diounakan
--aian metode pendekatan yusidis sosiolagis (socis fegal rexeqeci) voile pendekatan
cisalaby melalui penelitian bukum dengan melib 1t norma hukun yang berlaku dan
enghubusgkan dengan fakta vang ada dalmp Ersyaraxal schubungan dengan
Sormusalahan vang ditemui dalam penclitian, Rentuk pertittgong jawaban Bals
Sesar Penpawss Obat dan Makanan afas pengawasan yvang dilakukan terhadzp
seungan lobel preduke panzan o Fadang soma dengan [erianggung jowaban
Pengawns Obat dun Mzakanan vaity Bedan Pengawas Obat dan Makanan
12 hertangung jawah kepada Presiden, tindakan ving cilakukan Balai Besor
Sehgawas Obat dan Makanan terhadap pera pelaku  wspha ving  melakokan
pgaran atas ketentuan-ketentuan yung ada yaity Balai Bespr Peagawas Obat dan
i dapat melaporkannya kepada Badan Penpawas Dhat dan iMakanzn maka
2an Pengawas Obat dan Mukanan akan memberikan teguran sevamyak 3 kall pada
=lzkn usaha tersebut apabila tidak fuga diindahkan meka privd ik pangan tersebut
cat ditark dart peredaran dan Balai Besar Pengawas Obat dan Mukanan d; Padasg
menemut kendala dalam melskukan pensawasan terthadap penggusasn libel d
“odung terapi kendala justie datung dari pihak produsen atou pelaku wsalin, Dasar
sundis vane digunakan adalah Unidang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-
Lony Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Libel don

aisn Pagaan.
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FENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan nasional merupokan suatu rangkaian upaya vang
serkesinambungan yang bertgjuan untuk mewujudkon suatu masyarakat
2dil dan makmur yang werala materi! dan spiritual dalam era demokrasi
sienomi yang berdasarkan pancasila. Untuk mewuyudken tojeen iersebut
mzka  pelaksanaan  pembangunan  harus  senaotiasn memperhitikan
neserasian,  keselarasen  dan keseimbangan.  Pembaugunan  da
perkembangan perckonomian pada umumnya dan hususnva dilidang
pertdustrian dan perdagangon nasional telah menghasilken  berbaga
ariast barang dan josa vang dapat Jikonswemsi, Deagan haeyaknya barang
dany jasa  pihak  konsumen mendapat  keuntongan  karena koburahan
sansuien dapat terpenuli dan konsuien dapat memilih jenis barang dan
JEEL veng sesuzi dengan keinginan dan Kemampuannya.
Dengan kondisi dan fenomena int maka para pelaku usaha bersaing
“xiwm memproduksi barang dan jasa dalam hal kualitas dan kwsntifas,
semakin batk kualitas barang dan jasz wmeka permintaan dari konsumen
shan banyak dan pelaku ussha akan mendapatkan ketmtvngan vang besar.
-2tapr dalam pelaksanaar jusl beli barang dan Jas@ &niara konsumen dan

elzky wssha terjodi ketidak seimbangan. Pelaku usehs berusshs untuk



werugikan konsumen  agar mendapatkan  keunturgan;  bisa  melalui
Promest, pengurangsn bahan produksi, cara penjualan, dor lain-lain,
setiap kali konsumen hendak membeli pangan dalpm k#masgan,
veng pertama kali dilihar adalah kemasan den labelnva Eemasan ity
sengel beragam beatuk Jan bahannya, Namun, vang lebih venting adalah
label yang terdapat peda kemasan jtn. Dari |zhel tnilah  konzumen
mengetahui banyak hal soal produk di delem kemasan ity

Pelaku usaha dalum menjual barang dan jasa harus mempearbatikan
hak-hak dari konsumen, Terutama hak akan informasi barang dan jasa
vang akan dikonsumsi, Sebagaimana yang tercantur dalam Undang-
undang Nomor & Tahun 1999 Passl buruf ¢ Tentang Perlindunpan
sonsumen yang berisi “Hak konsumen adalah hak stas informasi yvang
enar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jarninan barane dan/atiy jase”
Informasi yang dimaksid antara lain tentzng nama, dafiar haban yang
diguniukan, berat bersih, keterzngan halal, dan tangeal daluarsa, Informas
ni dapat disampaikan dengan iklan ataupun mencantumkan izhel pady
~emasan produk,

Tujuzn dari pemberian label paca obat-obat dan makanan adalyh
2AT musyaraXat yang membeli atay mengkonsumsi pangan mamperoleh
-.";.-r:ms:i_ yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan vang
Jiemas, .Jnm:masi tersebut antasa lain: aszl, keamanan, muty, kandunpan
==t maupun keterangan loin yang diperlukan sebelum memutuskan akan

=moell atay mengkonsumsi pangan tersehul. Ketentuan ini berlaky Pra g
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pangan vang telah melzslui proses pengemasan akbic dan siap untuk
diperdagangkan tewapi tidak berlaky bags perduganeun pungan  vang
1ibungkus dihadapan pembeli.”

Kegiatan atau  proses produksi pangan untok diedarkzn  atau
Diperdagangkan harus memenuhi Ketentuan tentang saniiasl panzan, bahan
ambahan pangan, resida cemaran, dan kemasan pangan. Dun hal laie vang
narus diperhattkan oleh setiap orang yang memproduis: [angan adalah
Jenggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau prodiksi pangan yang
memiliki ombulnya risiko vang dapat merugiksn ataw membahavakan
sesehatan konsumen.

Pemerintah membentuk Badan Peclindunpgan Konsumen Nasional
BPKN], dengan tujuan wntuk mengembangkan perlindungan konsume
ang sudoh diatur dalam Undang-endang Nomor & tahun 1999 tentang

rindungan Konsumen, vang Lkhususnva tentang penpaturan hak dlan

wewajitun kensumen dan pelaku usaha serta pengatuman larangan bagi
selaku usaha dan kensumen. Pengaturon gkan BPEN ini merupekan suatu
centik kesungguhan dari pemmerintzh akan perlindungan kepada konsemen.
Cimana selama int Xepentingan dari konsumen tidak diperhatikan karena
=bih banyak berpihak kepada pelaku usaha.

Selain BPKN pemerintab juga membentuk Badan Fengawas Obat
0 Makanan. Pemerintsh membentuk Badan Penpawsas Obal dan Makanan

2ar abat-obat dan makanan vang beredar dipasacan terjemin keamanan

mizlasan Pagal 30 aynt | Undang-yndang Momear 7 Tohun 1994 tentana Panonn
2 i = -]
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dan kesehatannya. Badan Pengawas Obat dap Mekanan ini berfugas untak
melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan mukanan vang beredar
dimasyarzkat yang sesusi dengan peraturan rerundang-undangen vang
serlaku, Agar obat-abat dan makanen vang bereder dimasyarakat tgrjamin
mepastian gtas muty, jumlzh den keamanan barang dan jass. Badan
Pengawas Obat dan Makanan mempunyai Unit Pelaksana Teknis (LIPT)
vatty Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,

cengertian  peredaran  panpan terdapat  dalam Undang-unilang
“omor 7 Tahun 1996 Pasal 1 angka 8 “Perdagengan Pangan adalah setizp
I fegiatan ataw serangkaian keplatan dalam ranpka penjualan dan atay

pembelisn pangan, termasuk  penawsran untuk menjuzl pangan, dan

wegtatan lein yang berkenaan denpan pemindahtanganan pangan dengan
Tempereleh imbalan”. Terciptanyva perdagangan pangan yang Juivr dan
sertanggung fawab merapzkan salah sato ujuan penting  pengaturan,
sembinaan, dan pengawasen di bidang pangan sshageimans dikelendak
ieh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.” Tetapi saat

sexarang ini masih banyak ditemuken makana; yaAng tidul mencantumkan

sbel secara lengkep dan menggunakan lzbel pada makanan tunpa izin dar

Saden Pengawas Obat don Makanan, ek sebab itu Balsi Besur Peneawas
Ll 2

‘oat dan Makanan yang berada di daerah harus mengawasi produk pangan

vezng beredur, Padahal penggunasn label ini sangat esensial dalam

memproduksi barang dan jasa.

siielasan Umom Peraturan Pemerinteh Nomor 6% Tahyn 1999
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggung jawaban Balai Besar FPengawas Ohat dan
Makanan atas Pengawasan vang Dilakulan Terhadap Pensunazn
Label Produk Pangan di Padang.

Berdasarkan Keppres No. 166 tzhung 2000 Ditjen Penguwas Obatl dan
Makanan (Diljen POM) berubah menjadi Badan Pengawas Ghat dan
Makanan {Badan POM). Badan Pengawas Obat dan Makanas merupakan
Lembags MNon Departemen, vang berfangzungiawab langsung kepada
Presvden. Resmi berdird dengan dilantiknyva Drs. H. sampirne:, MBA
sehagei Kepala Badan Pengawas Obat dan Makapan padd fangeal 31
Tanvari 2001, Meskipua secara struktur Badan Penrawsas Obat dan
Makanan bukan lapi berada dibawzh Diepartemen Kesshatan dan Kessaos
nemun kebijaken umum pengawosan obat dan makanan tetip merupakan
bagian internal dari kebijaken pembargunan nasjonal.

Fada tabun 2001 dikeluarkan Keppres No. 103 tentary - Kedudukan,
Togas dan Fungsi, Kewenungan, Susunan dan Tata Kenja LPND. Balaj
Hesar Pengawas Obat dan Makanan  di Padang adalah Unit Pelakszna
Teknis Badan Pengawas Obat den Makenan, Balai Besar POM in: terschar
diberbagai provinsi vang berjumlah 26 das akan ditambah 2 fempat) vailu
di Banten, Batam, Bangka Belitune dan Gorontalo. Balai Besar Pengawas

Cbat  dan Makanan  yzng  berada  dj Padang dzlam  melaksanekan
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BADR IV

PONUTUP

A Kesimpulan
Dari  pembahasan vang teleh disampaikan penilis, maka dupat

distmpuikan bahwa

|. Bentuk pertangeung jaweban Balai Besar POM atas pengowasan yaing
dilakukan terhadap penggunaan labe] produk pangan di Padang suma
dengan pertanggung jawaban Badan FOM. Badan POM langsany
hertanggung jawal kepada Presiden, Flanyva saja Balai Resar POM
sebagai Unit Pelaksunz Teknis dari Hadan POM. Selain peluposan
secary rutin dengan cara online, Balyi Besar POM juga berkewajihan
membual laporan takunan dj setiap akhir tahun (bulan Dresember),
Laporan tahunzn ini berbenek buky berisi semua kegiatan yang telah
Cilzkukan oleh Balai Besar POM dalam saty tahun,

=- Tindakan yang dilekukan Balai Besar POM techadap para pelaku nszha
vang melakukan pelangparan gtas ketentvan-ketentean vang ada, maka
Buolar Besar POM dapal mefuporkunnya kepada Badaa POM. Maks
Baden POM akan memberikan teguran pertama pada pelaky uwsohs
tersebet, Teperan ini diberikan jangks waktu selama 3 (tiga) bulan

untuk  memperbaiki kesalahannya.,  Jika pelaky  ussha  tidak

mengindshkan maka akan diberikan teguran yang kedua, demikian

selanjutnya hingea tige Lali. Setslah diberikan teguran sebanvak tiga
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